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ABSTRACT 

 

The development of KCJB became one of the government's efforts to boost economic 

growth through public transport services because with the existence of this development can 

facilitate the accessibility of one region with another. The development of the KCJB is in the 

public interest because it is carried out on the basis of the interests of the nation of the people 

by revoking land rights and giving compensation due under the law. Jatimulya village, 

Tambun South district, Bekasi district is one of the areas affected by the KCJB land 

acquisition that caused the process of land liberation in Jatimulya Village. Therefore, this 

research is carried out to know the impact of KCJB development on the social and economic 

conditions of the affected people and to know other factors that have caused the occurrence 

of the socio-economic conditions of people after the Land Procurement of the KCJB 

development and also to know solutions to deal with it.  

The method used in this research is to use a qualitative approach with survey methods 

through interviews. The positive impact of the construction of the KCJB is an increase in 

people's income, the availability of jobs, the continuation of social activities in the society, 

as well as no conflict between citizens nor social disparity among citizens. As to its negative 

impact, the existence of some citizens who lose jobs, a decrease in the population in the 

Jatimulya Village and the emergence of conflict of citizens against the party of PT. KCIC 

due to construction of towers. In addition, another factor that caused the social and 

economic conditions of the people in the Jatimulya Village is the level of differences which 

caused differences in the mindset and lifestyle of people in that village.  

The solution for the negative impact of the development of KCJB is PT. KCIC should 

conduct socialization about the construction of a tower to minimize the occurrence of 

community social conflicts and responding to the results of the meeting with the Jatimulya 

Village community who asked for compensation related to the construction of a tower that 

was considered disadvantaged to the Jatimulya Village community. In addition, the solution 

that can be done to overcome the negative economic impacts in the village is the need for 

mapping based on social and economic aspects that aim to find opportunities and 

employment opportunities for the surrounding community. 

Keywords: Impact, Land acquisition, Development of KCJB, Social and Economic  

 Conditions.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki 

masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah Indonesia 

selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan serta 

kemakmuran masyarakat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya program ataupun proyek 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan keberlangsungan hidup masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satu proyek strategis yang dibuat oleh 

Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia periode 2015-2024 yaitu berupa 

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga sebagai implementasi dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai 

tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

(Sujadi, 2018). 

Proyek Strategis Nasional merupakan program kebijakan yang dibuat dengan 

tujuan untuk mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di 

berbagai daerah Indonesia  (Zakie, 2021). Berdasarkan tujuannya tersebut, pada 

pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu melalui 

pembangunan infrastruktur karena dengan adanya hal ini dapat mendorong pertumbuhan 

dan pemerataan pembagunan nasional di berbagai daerah sekaligus meminimalisir 

terjadinya kesenjangan nasional antar daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga 

memiliki peran yang penting dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional karena selain 

dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial antar 

daerah, pembangunan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan perekonomian, 

penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing bangsa (Prakoso, 2020). 

Pembangunan infrastruktur pada pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai 

sektor, salah satunya yaitu melalui sektor pelayanan transportasi. Pembangunan 

infrastruktur pada pelayanan transportasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial antar daerah karena dengan adanya 

pembangunan ini akan memudahkan aksesibilitas suatu wilayah sekaligus meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) menjadi salah satu stakeholder yang berperan penting dalam 
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pembangunan infrastruktur pada sektor pelayanan transportasi khususnya dalam 

meningkatkan infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan kawasan-kawasan agar 

dapat mudah dijangkau (Moerwanto & Junoasmono, 2017). Dengan adanya 

pembangunan tersebut yang mempermudah suatu kawasan untuk dijangkau, hal ini juga 

menjadikan kawasan tersebut menjadi semakin mudah untuk dikunjungi sehingga hal 

tersebut yang menjadikan kawasan tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

Sebagaimana tujuan dari proyek strategis nasional yang dibuat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pembangunan infrastruktur pada sektor 

pelayanan transportasi menjadi salah satu bagian dalam proyek ini. Adapun salah satu 

proyek pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikan untuk beroperasi pada 

tanggal 2 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

(KCJB) atau yang dikenal “Whoosh” (Nugraheny, 2023). Proyek pembangunan KCJB ini 

merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang disebutkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan 

Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung. 

Pembangunan KCJB ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatan 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan transportasi umum karena dengan 

adanya pembangunan ini dapat menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya 

(Silvia dkk., 2021). Hal ini karenakan pada pembangunannya menghubungkan beberapa 

stasiun antar daerah yang tediri dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun 

Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Wibawana, 2023). Pembangunan KCJB ini juga 

dianggap sebagai pelengkap ekosistem transportasi kereta api yang juga berkontribusi 

dalam meningkatkan pembangunan, pertumbuhan, dan pengembangan perekonomian 

wilayah serta sebagai dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan 

pengurangan polusi (Yusuf, 2022). 

Berdasarkan urgensinya tersebut, maka pembangunan KCJB ini dianggap menjadi 

penting untuk dilakukan karena memiliki berbagai manfaat baik bagi negara maupun bagi 

masyarakat. Adapun dalam proses Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 

ini tidak luput dari peranan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengacu pada Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, tahapan Pengadaan Tanah terdiri dari tahap persiapan, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Berdasarkan tahapan-

tahapan tersebut, pada pembangunan KCJB ini menjadi sangat penting karena dalam 

pelaksanaannya pada saat penentuan lokasi pembangunan ini diperlukannya ketersediaan 

lahan. 

Untuk memenuhi ketersediaan lahan dalam pembangunan KCJB ini, pemerintah 

melakukan upaya melalui pemanfaatan tanah milik masyarakat yang berada di area 

wilayah pembangunan KCJB. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan KCJB ini bersifat 

untuk kepentingan umum sehingga pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan 

masyarakat yang memiliki hak atas tanah pada area wilayah pembangunan tersebut 

dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana prinsip dari 

pelaksanaan Pengadaan Tanah itu sendiri (Djajaputra, 2020). Adapun yang dimaksud 

dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah ini sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,  

yaitu dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa negara dari rakyat dengan mencabut 

hak-hak atas tanah dan memberikannya ganti kerugian yang layak berdasarkan undang-

undang yang berlaku (Deskina, 2022). 

Dalam hal ini, selain bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan KCJB berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukannya pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum ini juga bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran bangsa, negara serta masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan 

hukum pihak yang berhak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam 

pembangunan KCJB ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat. Karena 

dalam hal ini dibutuhkannya kesepakatan dari masyarakat khususnya bagi pemilik hak 

atas tanah yang berada di sekitar area pembangunan KCJB tersebut. 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pembangunan KCJB ini tentunya 

menimbulkan berbagai pro dan kontra dari masyarakat karena dengan adanya 

pelaksanaannya tersebut akan menimbulkan berbagai dampak dari masyarakat sekitar 

area pembangunan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan ini 

melibatkan tanah kepemilikan masyarakat yang berada disekitar area pembangunan untuk 

dimanfaatkan dan digunakan dalam proyek pembangunan KCJB ini. Oleh karena itu, hal 
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tersebut tentunya menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat karena adanya 

perubahan penggunaan lahan yang semula masyarakat gunakan untuk kehidupannya 

sehari-hari berubah menjadi penggunaan untuk suatu proyek pembangunan. Hal tersebut 

sebagaimana yang terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten 

Bekasi. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang terkena proyek pembangunan 

KCJB yang menyebabkan beberapa pemilik hak atas tanah di desa tersebut harus 

melepaskan sebagian atau seluruh miliknya untuk dibebaskan dari kepemilikannya dalam 

rangka mendukung proyek pembangunan tersebut.  

Melalui adanya pembangunan KCJB yang menyebabkan terjadinya proses 

pembebasan lahan di Desa Jatimulya ini, tentunya memiliki dampak yang cukup besar 

bagi masyarakat yang mendapatkan ganti kerugian akibat pembebasan lahan tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan tahapan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah menyebabkan 

penerimanya memiliki caranya tersendiri dalam memanfaatkan besarnya ganti kerugian 

yang didapatkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukannya penelitian yang 

mengkaji lebih dalam lagi terkait dampak beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa 

Jatimulya sebelum dan sesudahnya pembangunan KCJB. 

Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya 

pembangunan KCJB terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena 

pembebasan lahan di Desa Jatimulya tersebut beserta dengan faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhinya. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji 

solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak pembangunan KCJB di desa 

tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap 

Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang Terkena Pembebasan Lahan di Desa 

Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang 

akan dikedepankan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa 

Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi? 
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2. Apa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi 

Masyarakat pasca Pengadaan Tanah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

(KCJB)? 

3. Apa solusi untuk mengatasi dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

(KCJB) terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di 

Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi? 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan pencarian data yang dibutuhkan serta sebagai 

batasan agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar serta meluas. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dampak ekonomi yang akan diteliti adalah perubahan pekerjaan dan pendapatan 

masyarakat Desa Jatimulya sebelum dan sesudah adanya pembangunan KCJB. 

2. Dampak sosial yang akan diteliti adalah kegiatan sosial masyarakat Desa Jatimulya 

sebelum dan sesudah adanya pembangunan KCJB. 

3. Faktor-faktor lain yang akan diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Jatimulya sebelum dan 

sesudah adanya pembangunan KCJB. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu, untuk: 

1. Mengetahui dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa 

Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

2. Mengetahui faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi 

Masyarakat pasca Pengadaan Tanah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

(KCJB). 

3. Mengetahui solusi untuk mengatasi dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan 

lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun tambahan informasi untuk 

melakukan penelitian terkait pembangunan dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

 

2. Manfaat Sosial 

Dapat dimanfaatkan seabagai informasi kepada masyarakat terkait 

pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diharapkan 

dapat merubah pola pikir masyarakat Desa Jatimulya agar mampu beradaptasi untuk 

menerima perbedaan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan 

dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

 

3. Manfaat Praktis 

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan bagi Lembaga 

Pemerintah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan 

penetapan lokasi pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Melalui adanya pembangunan KCJB memberikan dampak yang berbeda-beda 

terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selaku pihak yang terdampak secara 

langsung maupun pihak yang terdampak secara tidak langsung. Adapun dampak 

positif dari adanya pembangunan KCJB ini yaitu bertambahnya pendapatan 

masyarakat baik dari uang ganti rugi yang mereka dapatkan maupun dari pekerjaan 

yang diberikan oleh PT. KCIC serta tetap berjalannya kegiatan sosial yang ada di 

masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik antar warga maupun kesenjangan 

sosial antar warga. Namun, dampak negatif dari adanya pembangunan KCJB ini yaitu 

terdapatnya beberapa warga yang kehilangan pekerjaan dari proyek KCJB tersebut 

serta berkurangnya jumlah penduduk di Desa Jatimulya dan timbulnya konflik dari 

warga terhadap pihak PT. KCIC akibat pembangunan tower yang membuat warga 

merasa terganggu serta menyebabkan menurunnya nilai tanah di sekitar tower 

tersebut. 

2. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di 

Desa Jatimulya yaitu adanya perbedaan tingkat pendidikan pada masing-masing 

warga tersebut yang menyebabkan timbulnya perbedaan pola pikir dan gaya hidup 

masyarakat di desa tersebut. 

3. Solusi untuk dampak negatif dari adanya pembangunan KCJB yaitu sebaiknya PT. 

KCIC selaku pihak yang memerlukan tanah sebaiknya dapat melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu terkait adanya pembangunan tower sebagai penunjang kelancaran 

proyek pembangunan KCJB agar dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial yang 

ditimbulkan dari masyarakat. Selain itu, untuk menunjang perekonomian masyarakat 

yang terdampak, dalam hal ini diperlukannya pemetaan berdasarkan aspek sosial dan 

ekonomi yang bertujuan untuk menemukan peluang dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat sekitar 
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B. Saran 

1. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemetaan berdasarkan aspek 

sosial dan ekonomi agar masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah dapat 

memanfaatkan hasil ganti kerugian dengan baik dan memiliki manfaat yang 

berkelanjutan. 

2. Pihak yang memerlukan tanah dalam Pengadaan Tanah sebaiknya lebih 

memperhatikan lagi kajian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya 

pembangunan pada Pengadaan Tanah tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya 

konflik dari kalangan masyarakat. 
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